
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATHTSH' "HT"lffi;fff 
UrARA

TENTANG

PEMAHFAATAT{ TEKNOLOGI INFOR1VIASI

DI LINGKTINGAil PEMERINTA}I PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAI{ FAHMAT TUI{AN YAI{G MAIIA ESA

cubpmruR sTIMATERA urARA'

ang: a.i bahwa berdas"tk-r+ Pasal 3 Undang-undang Nomor.1l Tahun

' bahwa p!--*faatan - teknologi , informasi dan' elektronik

dilaksanakan berdasarkan *""" kepastian hukum, manfaat,

t et 
"u-t 

atiart, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi

atau netral telcrologi;

n Nomor 3 Tahun 2003
b. bahwa berdasarkan Instruksi Preside:

tentang Kebijakan dan strategi 'Nasional Pengembangan e-
: Gorr"tti*"r.t, 

- telah diinstruksifan kepada Gubernur untuk

meng:mbangkan e- Government;

- r -  -  - - : -^-^ .

c.bahwaberdasafkanataspertimbangansebagaimanadirnaksud
dalam huruf a d'an' huryf' b, pedu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pemanfa"ti'' Teknologi Informasi di

LingkunganPemerintahProvinsiSumateraUtara;

Mengingail 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pemblntukln

Daerah otonori Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan

propinsi sumatera utara (krnba-ran Nqgla Republik Indonesia'

Tahun 1956 NOmor 64, T€imbahan Lembarall Nggara Republik

Ind'onesia Nomor 1 103);
i:
: 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelengg"t .* Negara 
*Yang Beisih dan Bebas dari Korupsi,

. Kolusi dan wepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik

' Ind^onesia Nomor 3851);
/ 

ang Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent

Daerah (Lembaran Negara Republik Ind'orilsia Tahun 2OO4

NomorT2S,TastbahanlrmbaranNega.t 'aRepubl ik. . Indonesia
Nomor44l7)sebagaimanatelahdiulf leferanakali ' terakhir
dengan Undang-Unaang' Nomor }2 T-+tt" 

2oo8 tentang

PenrbahanKeduaAtasUndang.ulaan.sNomor32Tahun2oo4
tentang Pemerintahan , Daerah "(kmbaran Negara Republik



ir
t
I
I

Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8afl;

4.LJnd'ang.UndangNomorl ] .Tahun2oostentanglnformasidan
Transaksi Eleiltronik (l,embaran Negara Republik Indonesia

Ta'un 2OOg Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Ind.onesia Nomor  8a3) ;

S.Undarrg.UndangNomor14Tahun200stentangKeterbukaan
Informasi zublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oog Nomor 61, Tarnbaha^ Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor a8a6l;

6. peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang

PembentukanDaeratrPropinsi(LembaranNegaraRepubl ik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

PembagianUrusanPemerintahanal l taraPemerintalr ,
Pemerintah Daerah Provinsi d'an Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Xota (L'embaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun2oolNomor32,TambahanLembaranNegara
Repubiik Ind'onesia Nomor 4737);

8.PeraturanPemerintahNomor6lTahun2olotentang
pelaksanaan und"ang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentartg

Keterbukaanlnformasipuuut<(I .embara.rrNegaraRepubl ik
Ind.onesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara

Republik Ind'onesia Nomor 51a9);

g.Peratura:eDaerahNomor6Talrun200stentangUrusan
pemerintah". l"rg menjadi Kewenangan:' Provinsi .sumatera
utara (kmbaran D-aerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 6, T;;Aan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan

TataKerjaSekretar iatDaerahdanSekretar iatDewan
PerwakilanRallyatDaerahProvinsiSumateraUtaia(l,embaran
DaerahProvinsiSumateraUtaraTahun2oos.NomoiT,
TambahanlrmbaranDaerahProvinsiSumateraUtaraNomor
7l;

L L. Peratural Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan

TataKerjaDinas-DinasDaerahProvinsiSumateraUtara
(LembaranDaerahProvinsiSumateraUtaraTahun2008Nomor
8,TambahanLembaranDaerahProvinsiSumateraUta-raNomor
8);



Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Irmbaran Daerah Provinsi Sumatera tltara Tahun 2008 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

e);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga llain Daerah Provinsi Sumatera Utara

(t embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor

6, Tambalran l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

17).

enetapkan:

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA

UTARA

BAB I
I(ETEIITUAN IIIWInU

Pasal 1

alam Peraturan Gubernur ini yang dimal<sud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsilr

penyelenggaraan Pemerintah Daerah'

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintalran oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menuntt aSaS

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem -da:r prinsip Negarl Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud-dalam unding-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah vang terd'iri da! selretariat Daerah'

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralyat Daeratr, Dinas Daerah dan l'embaga

Teknis Daerah dalam bentuk baian, kantor, Rumah sakit Daerah dan

Satuan yarg selanjutnya disebut SKPD'

. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 'Provinsi Sumatera Utara

yang selanjutnya disebut Diskominfo'

. Bidang Aplikasi dan Telematika adalah Bidang Aplikasi dan Telematika

oi.r.oili.tio. 
-

. Teknologi informasi adalah srratu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan-, memproses,. mengumumkan, menganalisis

danf atau menYebarkan informasi'

12.

13.



portal provinsi adalah situs web yang menjadi. gerbang 9t"*1
dan aplikasi di lingkungarr Pemerint^tt Provinsi yang berfungsi

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Dewan Teknologi

Informasi dan KJmunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara'

chief Information oflicer adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

yang bertind.ak- 
""u"g*i 

pemimpin d"13T pengelola'an dan operasional

Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkung:;':r:r Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.

Teknoiogi Informasi dal Komunikasi adalah t'':icnologi informasi dan

komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera utara, rraIIB selanjutnya disebut

TIK.

Jaringan adalah jaringan intranet urrtuk komunikasi data antar SKPD yang

dikelola oleh Diskominfo'

pusat Data adalah pusat Data pemerintah provinsi sumatera utara yang

dikelola oleh Diskominfo'

situs web ad.alah situs web di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

stop - shoPPing b agS P e ngguna'

Aplikasi adalah aPlikasi sistem

komr-rnikasi.

semua situs
sebagai one-

informasi/teknologi informasi dan

Aplikasi SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan

p"ttggtta utamanya adalah satu SKPD tertentu'

Aplikasi lintas SKPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian

dan pengguna utamanya lebih dari satu SKPD'

E-mail adalah sistem surat elektronik resmi yang menjadi dom'ain

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pengelolaannya dilakukan oleh

Diskominfo.

E-Offrce adalah sistem persuratan elektronik yang digunakan secafa

internai oreh 
""*r. 

sKpb di fingkungan pemerintah provinsi sumatera

utara.

Absensi elektronik adalah sistem absebsi atau pencatatan kehadiran

pegawai u."*r" 
- 

"iet 
tronit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang

disediakal oteh Diskominfo untuk semua unsur baik perorangan maupun

SI(PDdiling}<unganPemerintahProvinsiSumateraUtara.

I t
i : l

J;

I
i

Li

l l

I



BAB II

SITUS \[/EB PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Paeal 2

f pemerintah Provinsi memiliki situs web yang berfungsi sebagai porta-i untuk

memud.ahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh web dan

aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara'

N Pengembangan dan pemeliharaan situs web sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditugaskan kepada Diskominfo'

Pasal 3

itus web sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 2 seln:rang-krrrangnya

onten sebagai berikut:
. profil Prdvinsi Sumatera Utara;

. profil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

. terita tentang dan oleh Provinsi Sumatera Utara;

.. tautan ke 
""*r^ 

situs web dan aplikasi sistem informasi yang ada di

linglarngan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

. tautan.ke semua situs web kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara; dan

, tautan ke instansi terkait lainnya'

Pasal 4

1) Konten sebagaimana dimaksud. dalam. Pasal 3 dipelihara dan diremajakan

secara teratur Jan berkeianjutan sesuai dengal keadaan mutakhir'

2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan

sebagaimurr^ 
"di*aksud paaa"iyat it1, Diskominfo dapat menetapkan tim

situs web dengan susunal'I personil yang terdiri dari:

;. repala Disfominfo sebagai penanggung-jawab;
t. repata Bid;; Apfikasi ieiematitca bistcominfo sebagai koordinator;

c. editor pelaksana;
d. reporter berita; dan
e. tenaga Pranata komPuter'

memiliki

Biaya yang diPerlukan
sittrs web Pemerintah
Lnggaran Diskominfo.

Pasal 5
untrrk pengembangall, perneliharaan dan peremajaan
provinii S-umaterl Utara dapat dialokasikan pada

BAB III

SITUS TEB SKPD PEMERTilTAH PROVINSI ST'MATERA UTARA

I

I Pasal 6

[".i".p sKPD memiliki situs . *:b {T-s :::lTs}^-t"::u'i 
media vans

fnemudahkan anggota masyarakat, p"tut,t usalta, dan pegawai pemerintah

hrntuk memperoieh informasi dan pengetahuan serta meiakukan interaksi atau
I

FransaKsr 
oerxaitan d'engan pelayanan SKPD bersangkutan'

I
I



I
,d' i
+

i.ili Pasal 7
,,.i)
tlffd(f) Situs web sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 memiliki karakteristik

-;':,i sepertiberikut:
;;,11 *.^"l"rrt"t di bawah d.omain sumutprov'go'id;
. i . .  : -  i :  .  r  - -^-  -  ^ :  -J^-  l^-- in rranc krar l f  '
lrtit:irtif; b. a-rslter<tur informasi dan desain yang baik;
t' ,t,! \':il

il1li$ c. konten yang komprehensif tentang dan oleh SKPD;

il:iflji1. d. informasi dan p"rrg"t"t-,r"tt yan; dipublikasikan layak untuk disajikan

i,,rrr,r|ftr keoad.a publik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

r;,liit,jr ;;il;;-Jan nilai-nilai yang berlaku di dalam masvakat;
i  ,  l , ; I i i

i,,,lll5' e. dapat fienyajif.an data baik J"f"* bentuk statis maupun dinamis'

,  . i l l
:ri*riffil2) situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki

;," 'tl konten sebagai berikut:

.: , 
* a. Profil SKPD;

i;* b. terita tentang dan oleh SKPD;

l

i

c. agenda kegiatan;
d. h"asil evaliasi d.iri dan laporan-laporan SKPD;

e. interaksi d;E*" transaksi pllayanan terhadap anggota masyarakat'

-pelaku usaha, dan pegawai pemerintah;

f. tautan ke situs *"0 p"*erintah Frovinsi sumatera utara;

; t^t"r ke situs web instansi dan organisasi terkait lainnya'

Pasal 8

1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

diremajakan secara teratur dan berkelanjutan

mutakhir.

)untuk menjamin terselenggTTJ1,,3"l"llT3*.-13

""L"erli*"rr" 
ii*"f.sud pad'a ty"t.1t1, .S{tD 

dapat menetapkan

dengan susunan personil {ang terdiri dari:

". 
pl*pinan SKPb sebagai penanggung-jawab;

b. editor pelaksana;
c. reporter berita; dan
d. tenaga Pranata komPuter'

ayat (2) diPelihara dan
sesuai dengan keadaan

;.: i::

ii::::
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esain tampilan umum situs
rnerinta.h Provinsi Sumatera
oala Diskominfo.

peremajaan
tim situs web

Pasal 9

webSKPDdiharuskanmengikut istandardesain
Utara yang d.iatur lebih lanjut dengan Keputusan

Pasal 1O

l) Biaya yang d.iperlukan gltyk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan

situs web SKPb dapat d,ialokasikari pad'a 
^ngg"r"tt 

SKPD yang bersangkutan'

)Si tuswebSKPDsebagaimanadimaksudda]amPasal6dan
diwr.rjudkan selambai-lambatnya 1 (satu) ta'hun sejak

ditetapkan.

Pasal 7 harus
Peraturan ini



BAB IV

APLIKASI SISTEM II{FIORMASI SI{PD

Pasal 11

i1 S.ti^p SKpD diharuskan mengembangkan aplikasi sistem informasi unfuk

mendukung aktifitas rutin sehari-hari SKPD yang bersangkutan.

2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk

mentransformasikan semua proses bisnis/urusan SKPD sehingga menjadi

lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif'

Paeal 12

A.piikasi dan basis data SKPD dijalankan padal
ai pusat data pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau seraerlokal SKPD;

b. aplikasi dan basis data yang d.ijalankan pada server lokal SKPD diharuskan

memiliki cadangan (back-up) pada pusat data Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara;
c 

"piir.."i 
dan basis data yarrg terdap.at pada pusat-data Pemerintah Provinsi

1 Srt*"tera Utara dihan:skan memiliki cadangan pada pusat data cadangan.
I

i

I Pasal 13

Itt ootit 
^si 

dan basis data sebagaimana dimaksud d.alam Pasal L 1 d-ipelihara dan

| 
' d.ir"*qjakan secara teratur dan berkeianjutan oleh SKPD yang bersangkutan.

I

I

lZ) Uttt.tt meniamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan

| 
'd^t", 

SKpD dapat menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan

I personil yang terdiri dari:

I a. pimpinan SKPD sebagai penanggung-jawab;

I b. tenaga pranata komPuter;
I

I c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan'

t
I
I
I
I Pasal 14

ki) u.t*k keperluan integrasi sistem informasi SKPD, desain aplikasi dan basis

J' 
' 
a"t" d.iharuskarr mgngrkrtti,..g_F+da. Pg,rygrintah Frovinsi.

I
ft21 St^tra"t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tebih lanjut oleh

J nistominfo.
I
I
I
I Pasal 15I
I

ftt1 ei^y* yang diperlukan Ylt"k pengembqlgtn aplikasi sistem informasi SKPD

l' 
' 

dan tim oletasiona-l aplikasi a^p"t diialokasikan pada anggaran SKPD yang

I bersangkutan.
I -r ' : 1 i ' i

l(z) p.rrruangunan aplikasi sistem informasi dan basis data SKPD harus

l'-' lil.[[jil selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini

J ditetapkan.
t '
l .
I
I
I



BAB V

APLII(ASI SISTEM INFORMASI LII{TAS SI(PD '

Pagal 16

Diskominfobersamad'enganSKPDterkai td. iharuskanmengernbangkan
apl ikasis isteminformasi l intasSKPDuntukmendulnrngakt i f r tasrut in

""tt.ti-ttuti 
sejumlah SKPD '

Aplikasi sebagaimana dimaksud Pada aYat (1) b"{}li"t 
:::::

Tj:H"rjff13ilFi."#*rurin sehari-hari sejumrah .KPP sehingga
- ^f-Lrif

menj adi lebih efisien, transParan' akuntabel, dan efektif'

kebutuhan.

Pasal 17

ikasi dan basis d'ata aij{anfa1 oada:

ousat data P"*;;;;J Provinsi 
'sumatera Utara;

aplikasi dan u^"i"--a.t" dih^,i;["n memiliki cadangan pada pusat data

cadangan;

"riir.^3i 
d'ipelihara oleh Diskominfo ;

;ili;;;;-otn.*;a oleh sKPD terkait'

Pasal 18

1)Aplikasidanbasisd.atasebagaim*.qgiq"tsuddalamPasal16dipeliharadan
dftemajak-t ;;;;^ Lt^tt" d;;;;iatjtt"t oleh Diskominfo'

u ntuk me nj amin te r s e le n gg"' "rrvl -Y-': 
er113"H. 

"T;tt'#$ iffi-ffi" T3Ail
HIT-##ffit 

tffff"*;#J;#;-1t* 
"n"1"-"ur 

aplikasi dengan

Iis?"; p"t"o"il {Ts tgr{iri *ij
::?lr"f, Jfr lT:"dt:ffi ;;lilFbagaipenanggung-jawab;
b. teriaga Pranata komPuter;

c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan

i l

Pasal 19

Untuk keperluan integrasi sistem informasi

;;ttt aaia diharuskan mengikuti standar

Utara.

lintas SKPD,
Pemerinta-h

desain aPlikasi dan

trrovinsi Sumatera

) Standar sebagaimana
Diskominfo. '

dimaksud Pada ayat (1) diahrr lebih lanjut olett

Pasd 20

Biaya yang d.iperlukan untu\ pengembTgl? aplikasi sistem informasi SKPD

d.an rim op"r^"rorr"1 aptkasi d^p";i;iid;;i:"ika'i pad"a anggaran Diskominfo'

) pembangunan aPlikasi lisfem
' ai*u3uatan selambat-lambatnYa

d.iundangkan.

informasi dan basis data

3 (tiga) 'taliun sejak Peraruran
SKPD harus
Gubernur ini



BAB \,.I
F-MAIL

Pasal 21

r i l
$'- . i

;iJrr

'j":ir
F: . : i

I  : " .

1) Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera

utara d.iharuskan menggunakan e-mail @sumutprov'go'id sebagai e-maii

. resmi dalam komunikasi antar instansi, SKPD, dan/atau pegawai'

) Setiap pegawai dan pejabat diharuskan rnemiliki e-mail @sumutprov'go'1d

yang pengadministrasian dall petayanannya diahrr oleh Diskominfo'

(3) Setiap pegawai dan .pejabat bertanggung-jawab atas penggunaan e-mail

@sumutprov. go. id. dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya'

Pasal 22

BAB VII
E.OFFICE

Pasal 23

1) Seluruh SKPD diharuskan menggunakan tata persuratan e-office Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara'

)Tata persuratan sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 23 ayat (1)

dikembangkandandifasilitasiolehDiskominfo.

Pasal 24

(1) Biaya yang diperlukan untuk pengemba4an aplikasi dapat dialokasikart

pada anggaran Eiskominfo'

(2) pengembangan aplikasi e-office dan implementasinya dilakukan selarirbat-

lambatrrya 3 (tigaf tahun sejak Peraturan Gubernr:'r ini diundalgkan'

BAB VIII

SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK

Pasal 25

seluruh SKPD diharuskan menggunakan sistern absensi elektronik yang

terintegrasi sehingga pemantauan kehaditan dapat' dillkukan pada semua

tingkatan *u.rr4"-i-"r, ii ilngt ongan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara'



p) Aplikasi.dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:

a. pusat data Pemerintah Provinsi sumatera utara da4 sen;er1okal SKPD;

. b.aplikasi dipelihara oleh Diskominfo; dan

. c.basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian Daerah'

Pasal 26

(1) Biaya yang diperlukan Yiryk 
pengemb-angan aplikas.i sebagaimana dimaksud

dalam-pa""l 25 J;pat dialot<asitan pada a',gga",n Diskorninfo'

(2) Pembangunan aplikasi dan basis data harus diwujudkan selambat-

lambatny" tdr;it"ftttt sejak Perahrran Gubernur ini diundangkan'

I BAB DT

I JARINGAN
I

I - .AF
I Pasa!l27
I  r  : - -1^-^*+

L,, t1*U mend.ukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi

J '-' ;;;f"; teknologi informasi dan komunikasi yao.g terintegrasi,

I bi"f.ominfo diharuskan mengembangkan jaringan internal yang
I

I *"rrghubungkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

I utara.
I
I trl ,""trrgan seba gatmanadimaksud pada ayat (1) dapat dikembangka'^ sehingga

I menjangkau Kabupaten/Kota di Sumatera Utara'

I
I
I Pasal 28

ltrr*u memfasilitasi akses internet melalui jaringan internal sebagaimana

l;t;;;-;;"* pasal 27, Diskominfo diharuskan berlianganan banduith
I

finternet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Frovinsi

f Sumatera Utara.
t
I
I
I Pasal 29

Ittl Biaya yang diperlukan qn.tuk R"tsiTg*ean -dan. 
p^emeliharaan jaringan

.t sebagaimaia dimaksud dalam b^""t 27 dan Pasal 28 dia-lokasikan pada

I attgg"t"o Diskominfo.
|  .  r  ! ' r - -^+

l1Z1 e"t gembangan jaringut dutt penyediaan akses internet harus diwujudkan

f 
'-' setainbat-tainUainy a 2 (dua) i^ft ttt sejak Peraturan Gubernur ini

I aiundangkan.

t
t

il
fl.I
t
I
t
I
I



(1)

BAB X
LAYAI{AN BAI{TUAN TIK

Pasal 30
Untuk mendukung terselenggararlya seluruh
lingkungan Pemerintah Provinsi, Diskominfo
layanan dan banttran kepada semua SKPD.

kegiatan berbasis TIK di
berkewajiban memberikan

(backup) untuk
terduga yang

berbeda dengan
kegagalan pada

(2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa

bantuan dalam hal:
a. pengembangan sigtem dan aplikasi;
b. pemeliharaan basis data;
c. pemeliharaan jaringan;

d. pelatihan pengguna;

(3) Untuk mendukung pengoperalian semua aktifitas berkaita.n dengan TIK,

Diskominfo diharuskan untuk menyediakan layarian lrclp desk yang dapat

diakses selama 24 jan sehari danT hari seminggu

(4) Mekanisme dan cakupan layan an help d.esk sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB XI
PUSAT DATA

Pasal 31
(1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Diskominfo berkewqjiban
menyediakan pusat d.ata (data center) yang melayani semua SKPD.

(2) Pusat 4"t" sebagaimana dimaksud dalam Aya! (1) dikembangkan untuk
memenuhi standar sebagai pusat data dan memiliki kapasitas yang culmp
untuk memenuhi kebutrrhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 32
(1) Pusat data diharuskan memiliki pusat data cadaagan

mengantisipasi bencarra dan gangguan yang tidak
menyebabkan pusat data tidak dapat berfungsi.

(2) Pusat data cadangan harus berlokasi pada gedung yang

pusat data dan dapat difungsikan segera setelah terjadi
pusat data.



(1)
Paeal 33

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 dan
anggaran Diskominfo.

Pengembangan pusat :lata dan pusat data
selambat-lambatnya ii (tiga) tahun sejak
diundangkan.

dan pemeliharaan pusat data
Pasal 32 dialokasikan pada

cadangan harus diwujudkan
Peraturan Gubernur ini

(2)
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BAB XII
K TENTUAI{ PEIN'TUP

Pagd 34
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempata:enya dalam Berita Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medaq
pada tanggal 26 Qtq*oer l'o 12

Plt. GUBER}IUR SI]MATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pad.a tanggal J{ Orrr-ltLoef }oltu

PROVINSI,KRETARIS

SET D,A PB OV

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI2 NOMOR


